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PEMERINTAH KABUPATEN POSO 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 
NOMOR  9  TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PENYERTAAN  MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN POSO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POSO, 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk menunjang pengembangan dan peningkatan 

pelayanan air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Poso, diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah 
dalam memberikan dukungan dana; 

  b. bahwa dukungan dana diperlukan untuk memperluas jangkauan 
operasional dan meningkatkan pelayanan yang diharapkan dapat 
menyediakan jasa dan pelayanan air bersih sesuai kebutuhan 
masyarakat; 

  c. bahwa perluasan jangkauan operasional dan peningkatan 
pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso 
diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Penyertaan Modal Pada  Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Poso; 

 
Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

    2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3790); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4297); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
 
 
 
 



 2

-2- 
 

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir  dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 1993 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah 
Tingkat II Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Seri 
D Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1); 

15. Peraturan  Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran  Daerah Kabupaten Poso Tahun 
2008 Nomor  38); 

8.Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Poso Tahun 2008 Nomor 39). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO 
dan 

BUPATI POSO 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM KABUPATEN POSO. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

   Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso. 

 
 


